
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Prinsip Keabsahan 

Prinsip keabsahan menghendaki bahwa tindakan pemerintah harus sesuai 

dengan hukum, termasuk dalam penetapan Keputusan Tata Usaha Negara yang 

selanjutnya disebut KTUN. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara dan Pasal 53 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 

Parameter keabsahan penetapan KTUN adalah 1) harus adanya wewenang yang 

cukup, baik materi, waktu maupun tempat; 2) harus melalui prosedur yang sudah 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan 3) substansi dimana 

pemerintah dalam bertindak tidak boleh melakukan penyalahgunaan kewenangan, 

tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan harus sesuai dengan Asas-Asas 

Pemerintah Yang Baik. Warga negara yang merasa dirugikan dengan penetapan 

KTUN, dapat mengajukan upaya administratif kepada pemerintah dan/atau gugatan 

ke Pengadilan Tata Usaha Negara. 

Bahwa negara dibentuk dengan diberikan tugas, fungsi dan kewajiban untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karenanya, untuk menjalankan tugas 

dan fungsi tersebut, pemerintah sebagai personifikasi negara diberikan hak untuk 

melakukan tindakan-tindakan. Pemerintah adalah subyek hukum, sebagai 

pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Sebagai subyekhukum, pemerintah 

sebagaimana subyek hukum lainnya melakukan tindakan-tindakan. Sehingga 

Sadjijono menyatakan bahwa “tindakan pemerintah adalah setiap tindakan atau 

perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan pemerintahan dalam menjalankan 

fungsi pemerintahan.
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Dalam konsep Hukum Administrasi, tindakan pemerintah tersebut dibedakan 

menjadi dua, yaitu tindakan materiil/faktual dan tindakan hukum. Terhadap kedua 

jenis tindakan pemerintah tersebut, Philipus M Hadjon menyatakan bahwa pada 

umumnya pembedaan yang diberikan terhadap kedua perbuatan pemerintah itu 

didasarkan pada terdapat atau tidaknya akibat hukum dari perbuatan pemerintah 

yang bersangkutan. Perbutan pemerintah tidak melahirkan akibat hukum, sedangkan 

perbuatan hukum justru dimaksudkan untuk melahirkan akibat hukum. 

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ridwan HR bahwa “tindakan nyata 

adalah tindakan-tindakan yang tidak relevansinya dengan hukum dan oleh 

karenanya tidak menimbulkan akibat-akibat hukum, sedangkan tindakan hukum 
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adalah tindakan yang dimaksudkan menciptakan hak dan kewajiban. Lebih lanjut, 

Ridwan HR menyatakan bahwa: 

“Tindakan hukum administrasi adalah suatu pernyataan kehendak yang 

muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus, dimaksudkan untuk 

menimbulkan akibat hukum dalam bidang administrasi negara. Akibat-

akibat hukum yang lahir dari tindakan hukum adalah akibat-akibat hukum 

yang memiliki relevansi dengan hukum, seperti penciptaan hubungan 

hukumbaru, perubahan atau pengakhiran hubungan hukum yang ada.” 

Salah satu bentuk tindakan hukum pemerintah adalah penetapan atau dalam 

litelatur hukum Indonesia disebut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). 

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara menentukan bahwa: 

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang 

dikeluarkan olehbadan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan 

hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang 

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.  

Penetapan suatu KTUN merupakan bentuk pelaksanaan tugas, fungsi, dan 

kewajiban negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan KTUN 

tersebut merupakan konkretisasi dari peraturan perundang-undangan yang bersifat 

abstrak. 

KTUN merupakan tindakan hukum pemerintah yang bersegi satu/sepihak, 

karena tidak memerlukan persetujuan orang lain dalam peneteapannya. Hal ini 

disebabkan karena dalam perspektif hukum publik, kedudukan pemerintah lebih 

tinggi dibandingkan warga negara. Terkait dengan hal tersebut, Ridwan HR 

menyatakan bahwa:
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“Bila dikatakan bahwa tindakan hukum pemerintah itu merupakan 

pernyataan kehendak sepihak dari organ pemerintahan dan membawa akibat 

pada hubungan hukum atau keadaan hukum yang ada, maka kehendak 

organ tersebut tidak boleh mangndung cacat seperti kekhilafan, penipuan, 

paksaan dan lain-lain yang menyebabkan akibat-akibat hukum tidak sah. Di 

samping itu, karena setiap tindakan hukum itu harus didasarkan pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan sendirinya 

tindakan tersebut tidak boleh menyimpang dengan peraturan yang 

bersangkutan, yang dapat menyebabkan akibat-akibat hukum yang muncul 

itu batal atau dapat dibatalkan.” 
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Walaupun penetapan suatu KTUN dapat dilakukan secara sepihak, namun 

aspek perlindungan hukum terhadap masyarakat harus tetap ditegakkan. 

Perlindungan hukum terhadap masyarakat tidak boleh diderogasi, dikurangi atau 

dihalangi dengan sifat sepihak tersebut. Perlindungan hukum kepada masyarakat 

harus tetap menjadi prioritas. Karenanya, penetapan KTUN oleh pemerintah harus 

sah atau sesuai hukum. Hukumlah yang akan menjadi batasan mana penetapan 

KTUN yang sah dan mana yang tidak sah. Dengan kata lain, walaupun pemerintah 

diberikan kewenangan untuk menetapkan KTUN, namun KTUN tersebut tidak 

diperbolehkan merugikan kepentingan hukum masyarakat. 

Istilah keabsahan merupakan terjemahan dari istilah hukum Belanda 

“rechtmatig” yang secara harfiah dapat diartikan sebagai “berdasarkan atas 

hukum”. Dalam bahasa Inggris, istilah keabsahan disebut dengan “legality” yang 

mempunyai arti atau sesuai dengan hukum. Konsep tersebut bermula dari lahirnya 

konsepsi negara hukum  yang mana tindakan pemerintahan harus didasarkan pada 

adanya ketentuan hukum yang mengatur, yang berintikan pada adanya penerapan 

prinsip legalitas dalam semua tindakan hukum pemerintah. Artinya bahwa konsep 

tersebut lahir sebagai upaya untuk membatasi kekuasaan Raja yang pada waktu itu 

sangat absolut sebagai pemegang kedaulatan. Pada waktu itu, terkenal adegium 

Raja tidak dapat di salahkan. Untuk itu, hukum lahir sebagai batasan kekuasaan, 

sehingga apabila tindakanpemerintah tidak didasarkan pada hukum atau melebihi 

ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum, maka tindakan pemerintah menjadi 

cacat hukum atau tidak absah. Dengan demikian, maka prinsip keabsahan/legalitas 

ini sangat erat kaitannya dengan tujuan untuk melindungi hak-hak rakyat dari 

tindakan pemerintah. 

Menurut Kuntjoro Purbopranoto, agar keputusan yang dibuat menjadi 

keputusan yang sah ada dua syarat yang harus dipenuhi, yakni syarat materiil dan 

formil. Lebih lanjut Kuntjoro Purbopranoto menyatakan: 

Syarat materiil sahnya keputusan sebagai berikut: 

a. Alat pemerintahan yang membuat keputusan harus berwenang (berhak). 

b. Dalam kehendak alat pemerintahan yang membuat keputusan tidak 

boleh ada kekurangan yuridis. 

c. Keputusan harus diberi bentuk tertulis yang ditetapkan dalam peraturan 

yang menjadi dasarnya dan pembentukannya harus juga memperhatikan 

prosedur membuat keputusan bilamana prosedur itu ditetapkan dengan 

tegas dalam peraturan itu. 

d. Isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan dengan isi dan tujuan 

yang hendak dicapai. 

Sedangkan syarat formilnya sahnya keputusan, meliputi: 



a. Syarat-syarat ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya 

keputusan dan berhubungan dengan cara dibuatnya keputusan harus 

dipenuhinya. 

b. Harus diberi bentuk yang telah ditentukan. 

c. Syarat-syarat berhubungan dengan pelaksanaan keputusan terpenuhi. 

d. Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hak-hak yang 

menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya keputusan itu dan tidak 

boleh dilupakan. 

Sedangkan  Van  der  Pot
3
  menyatakan  bahwa  suatu  keputusan  yang  dibuat  

oleh pemerintah dapat berlaku sebagai keputusan yang sah harus memenuhi 4 

(empat) syarat, yakni sebagai berikut: 

a. Keputusan harus dibuat oleh alat yang berkuasa membuatnya. 

b. Oleh karena keputusan merupakan suatu pernyataan kehendak, maka 

pembentukan kehendak tersebut tidak memuat kekurangan yuridis. 

c. Keputusan dimaksud harus diberi bentuk yang ditetapkan dalam peraturan 

yang menjadi dasarnya dan pembuatnya juga harus memperhatikan cara 

atau prosedur membuat ketetapan dimaksud, apabila cara dimaksud 

ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut. 

d. Isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan 

dasar. 

      Hakikatnya, keabsahan penetapan KTUN dapat dilihat apakah penetapan KTUN 

tersebut sudah sesuai dengan hukum atau tidak atau dengan kata lain harus sesuai 

dengan prinsip legalitas. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa prinsip 

penyelenggaraan pemerintahan adalah berdasarkan prinsip negara hukum dengan 

prinsip dasar adalah prinsip legalitas. Apabila penetapan KTUN sudah sesuai 

dengan hukum, KTUN tersebut dianggap sah, dan sebaliknya. Sehubungan dengan 

haltersebut, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa prinsip keabsahaan dalam 

Hukum Administrasi memiliki tiga fungsi yakni:  

a. Bagi aparat pemerintah, prinsip keabsahan berfungsi sebagai norma 

pemerintah. 

b. Bagi masyarakat, prinsip keabsahan berfungsi sebagai alasan mengajukan 

gugatan terhadap tindakan pemerintah. 

c. Bagi hakim,prinsip keabsahan berfungsi sebagai dasar pengujian suatu 

tindakan pemerintah. 

Lebih  lanjut,  Philipus  M  Hadjon  menyatakan  bahwa  prinsip  legalitas  

dalam tindakan/keputusan pemerintahan meliputi i) wewenang, ii) prosedur, dan iii) 

substansi. Wewenang dan prosedur merupakan landasan bagi legalitas formal yang 
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melahirkan asas keabsahan tindakan pemerintah.Sedangkan substansi akan 

melahirkan legalitas materiil. Tidak terpenuhinya tiga komponen legalitas tersebut 

mengakibatkan cacat yuridis suatu tindakan/keputusan pemerintahan. 

Terkait dengan prinsip keabsahan tersebut, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan: 

(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan 

oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang. 

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang 

wajib berdasarkan: 

a. peraturan perundang-undangan; dan 

b. AUPB.  

(3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan 

Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau 

Tindakan. 

Dari  ketentuan  tersebut,  maka  suatu  KTUN  dikatakan  absah  apabila  

dilakukan Badan/Pejabat yang berwenang. Badan/Pejabat yang berwenang 

merupakan badan/pejabat yang diberikan kekuasaan untuk bertindak, baik secara 

atribusi, maupun dilimpahkan secara delegasi atau mandat. Secara penafsiran 

Undang-Undang, apabila KTUN ditetapkan oleh Badan/Pejabat yang tidak 

berwenang, maka KTUN tersebut tidak absah bahkan apabila nyata-nyata tidak 

berwenang akan menyebabkan KTUN tersebut batal demi hukum. Dalam 

menetapkan KTUN, badan/pejabat diwajibkan berdasarkan kepada peraturan 

perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Di samping itu, 

dalam penetapan KTUN, badan/pejabat yang berwenang dilarang menyalahgunakan 

kewenangan. 

Senada dengan ketentuan di atas, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan parameter 

keabsahan penetapan KTUN. Pasal tersebut menentukan bahwa: 

      Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud 

pada  ayat (1) adalah: 

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan 

asas-asas umum pemerintahan yang baik. 

      Dari ketentuan di atas, maka ada 2 (dua) parameter yang dapat dijadikan ukuran 

atas keabsahan penetapan KTUN, yakni 1) KTUN tidak bertentang dengan 

peraturan perundang-undangan; dan 2) KTUN tidak bertentang dengan AUPB. 



Peraturan perundang-undangan merupakan hukum tertulis yang ditetapkan oleh 

badan/pejabat yang berwenang, sehingga bersifat autoritatif. Adapun AUPB 

merupakan prinsip umum yang tumbuh dan berkembang dalam praktek 

penyelenggaraan pemerintahan dan putusan-putusan hakim. Parameter pertama 

melahirkan legalitas formil berupa kewenangan dan prosedur, sedangkan parameter 

kedua melahirkan legalitas materil berupa substansi.
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2.2 Bangunan Terapung 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan Dan Kawasan Pemukiman, Pasal 1 ayat (7) pengertian Rumah, yaitu; 

“Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang 

layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat 

penghuninya, serta aset bagi pemiliknya”. 

Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang 

Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal huruf (d) 

menyebutkan Bangunan Terapung yang kemudian karena kesamaan fungsi 

antara Rumah dan Bangunan sehingga dalam penelitian ini penulis menyebutkan 

sebagai Rumah Terapung. 

Rumah terapung merupakan suatu rumah dengan sistem konstruksi yang 

tidak melekat/menempel pada permukaan tanah, melainkan bertumpu pada suatu 

sistem pengterapung di atas permukaan air. Sistem ini banyak dipakai pada 

perumahan yang dibangun pada area perairan, misalnya permukiman nelayan. 

Sistem pengterapung yang dipergunakan bermacam-macam, bisa menggunakan 

drum, kayu, ataupun bambu. 

Kemudian ada juga rumah terapung yang mnggunakan pondasi yang 

melekat/menempel pada tanah secara permanen dan tidak dapat berpindah 

tempat. 

Rumah terapung dapat ditinjau dari: 

2.2.1 a. Permukiman 

Istilah permukiman muncul pada akhir tahun 1960an, yang diartikan sebagai 

paduan perumahan dan kehidupan manusia yang menempatinya. Dengan 

pengertian ini kita memastikan bahwa permukiman sesungguhnya sudah ada 

sejak adanya masyarakat yang berbudaya. Kita dapat mengatakan bahwa 

permukiman telah hadir bersamaan dengan kehadiran peradaban dan kebudayaan 

manusia itu sendiri. Bahkan banyak yang kemudian mengkaji dan 
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mengembangkan teori kaitan antara wujud permukiman ini dengan kebudayaan. 

Susunan dan bentuk rumah dianggap sebagai perwujudan suatu nilai dan perilaku 

budaya komunitas yang menempati dan menggunakannya.
5
 Menurut Pasal 1 

angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa: 

“Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri dari atas 

lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas 

umum beserta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan 

atau kawasan perdesaan.” 

Doxiadis menguraikan permukiman dalam lima unsur, yaitu: alam (tanah, 

air, udara, hewan, dan tumbuh-tumbuhan), lindungan, jejaring, manusia, dan 

masyarakat.
6
 Alam merupakan unsur dasar. Di alam itulah diciptakan lindungan 

(rumah dan gedung lainnya) sebagai tempat manusia tinggal serta berbagai 

kegiatan lain dan antarsesama maupun antarunsur yang satu dengan yang lain. 

Dengan demikian secara ringkas dapat dikatakan bahwa permukiman adalah 

paduan antara unsur manusia dengan masyarakatnya, alam dan unsur buatan. 

Dengan kerangka pikirnya, Doxiadis memilah dan menelaah permukiman 

berdasarkan skala ruang, mulai dari sebuah kamar, sebuah kelompok rumah 

sampai dengan kota besar, metropolitan sampai jaringan antar kota di dunia. 

Komposisi unsur permukiman tersebut jelas beraneka ragam. Ada satuan 

permukiman yang unsur alamnya dominan, tetapi ada juga yang unsur buatannya 

lebih berperan. Kegiatan yang ditampung juga beraneka ragam, ada permukiman 

yang hanya untuk tinggal,   

tetapi ada yang menghasilkan suatu produk (permukiman industri), dan ada 

pula yang memberikan jasa pelayanan. Proses pembentukan dan 

perkembangannya juga menghasilkan beraneka tipe permukiman. Ada yang 

pembangunan dan perkembangannya diorganisasikan, tetapi juga ada 

permukiman yang tumbuh karena prakarsa perorangan. Ada yang kemudian 

berhenti tidak berubah selama puluhan bahkan ratusan tahun, tetapi ada juga 

permukiman yang begitu cepat berubah. 

2.2.2 b. Peningkatan Kualitas Permukiman 

Permukiman yang kondisinya buruk atau lebih dikenal dengan kampung 

kumuh dijumpai di semua daerah di Indonesia. Kampung kumuh bisa tumbuh 

dari suatu permukiman pedesaaan yang dilanda urbanisasi, bisa karena invasi 
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masyarakat pada tanah negara atau tanah yang dianggap tidak bertuan atau tanah 

terawasi. Apapun asalnya, wujudnya adalah permukiman yang kepadatannya 

relatif lebih tinggi, tidak mempunyai struktur jaringan pelayanan yang teratur, 

prasarana permukiman minim. Di Indonesia kampung kumuh ini tumbuh 

terutama karena lemahnya pengendalian, karena kampung kumuh ini tumbuh 

secara evolutif. Dari permukiman pedesaan yang menjadi urban, kampung 

kumuh terjadi karena fragmentasi pemilikan tanah oleh sistem pewarisan atau 

karena proses kemiskinan. Kampung di tanah negara tumbuh satu-satu atau 

sedikit-sedikit sampai akhirnya membentuk satu unit permukiman.
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2.2.3 c. Permukiman Di Atas Tanah Negara 

Permukiman informal di atas tanah negara ini boleh disebut ilegal. Dari 

proses terjadinya permukiman ada beberapa macam tipe permukiman informal 

ilegal. Tipe pertama diawali oleh adanya beberapa pelopor yang kemudian 

mengajak serta kerabatnya untuk menduduki tanah tersebut sehingga terbentuk 

suatu permukiman. Pelopor ini pada umumnya telah bermukim di kota dan telah 

mengetahui lokasi yang dianggap tepat untuk bermukim. Tipe kedua, dimulai 

dengan adanya semacam koordinator yang mengatur dan mendapatkan imbalan 

atas pengaturan dan pendudukan tanah dari pihak yang datang belakangan. Di 

Jakarta Utara dapat kita jumpai, koordinator yang juga melakukan pengurungan 

rawa, yang hasilnya dijual kepada yang berminat dan mau mengambil risiko 

menduduki tanah secara tidak sah. Tipe ketiga, tanah negara yang dikelola suatu 

instansi misalnya jalur kereta api yang tidak digunakan lagi, tetapi oleh oknum 

instansi tersebut disewakan atau dikontrakkan kepada siapa saja yang mau. 

Transaksi tidak resmi ini biasanya juga tidak terkendali sehingga penyewa dapat 

mengambil lebih luas dan menyewakan kembali kepada pemukim lain. Tipe 

keempat, pendudukan secara serempak, ada yang terorganisasikan ataupun tidak. 

Pendudukan serempak ini hanya terjadi pada kondisi istimewa, misalnya 

pengungsian oleh kondisi keamanan. Misalnya di Bandung pada tahun 1950an 

hal tersebut terjadi ketika pedesaan di Jawa barat mengalami gangguan 

keamanan, di Bitung tahun 2000 terjadi karena konflik sosial di Maluku Utara. 

Tipe kelima perluasan atas permukiman yang telah ada. Hal ini juga banyak 

dilakukan ditanah negara yang berdampingan dengan tanah masyarakat. 

Banyak diantara permukiman yang telah menempati tanah negara lebih dari 

50 tahun tanpa ada kejelasan, apakah akan direlokasi atau justru diresmikan. 

Banyak diantaranya yang merasa mempunyai hak karena mewariskan atau 

menjualnya kepada pihak lain. Dapat kita jumpai dibeberapa permukiman 

informal ini, adanya pembeli yang mempunyai kemampuan meresmikan tanah 
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negara tersebut. Tanah yang menjadi resmi ini bisa kita tandai dengan adanya 

rumah yang lebih permanen dan lebih bagus. Karena itu banyak kita temukan 

bahwa di antara rumah yang rendah kualitasnya di permukiman informal juga 

kita jumpai rumah yang kualitasnya cukup baik. 

2.3 Konsep Penguasaan dan Pemilikan 

Secara etimologi, penguasaan berasal dari kata “kuasa” yang berarti 

kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu, kekuatan atau wewenang 

atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dan 

sebagainya) sesuatu itu, sedangkan “penguasaan” dapat diartikan sebagai suatu 

proses, cara, perbuatan menguasai atau kesanggupan untuk menggunakan 

sesuatu.   

Rasjidi mengemukakan, bahwa terdapat perbedaan antara hak milik dan hak 

untuk menguasai suatu benda. Pada pokoknya, hak milik bersifat permanen, 

sedangkan hak menguasai, jika tidak disertai hak pemilikan atas benda tersebut, 

bersifat sementara. Perbedaan lainnya, ialah hak milik menunjuk kepada suatu 

ketentuan hukum dari suatu sistem hukum, sementara hak menguasai suatu benda 

menunjukkan adanya fakta bahwa terdapat hubungan antara manusia dengan 

benda. Dengan demikian hak milik merupakan suatu konsep hukum, sementara 

hak menguasai merupakan, baik konsep hukum maupun konsep bukan hukum, 

atau bahkan merupakan konsep prahukum. Konsep possesion (hak menguasai) 

mensyaratkan adanya fakta penguasaan yang nyata terhadap suatu benda, dan 

adanya keinginan yang kuat untuk menggunakan atau memanfaatkan kekuasaan 

yang ada bagi dirinya. 

Dalam hubungannya dengan hak milik atas tanah, maka pemilikan melalui 

proses yang disebut sebagai penguasaan. Proses itu dalam sistem hukum barat 

dikenal dengan possession yang berbeda maknanya dengan ownership. Dalam 

kamus hukum, possession (Inggris) atau posesio (Latin) atau bezit (Belanda), 

diartikan sebagai “kepunyaan”. Possession dimaksudkan sebagai pendudukan 

secara fisik atau secara faktual. Syarat lain adalah adanya niat atau maksud 

memiliki dengan itikad baik (animouse possidendi). Niat untuk memiliki tersebut 

dikaitkan dengan waktu dan bukti lainnya. Dengan demikian, maka hak 

menguasai itu harus didahului dengan tindakan pendudukan/ meski untuk 

memperoleh penguasaan itu dan pada batas waktu tertentu akan menjadi hak 

milik. 

Black Law Dictionary, juga memberikan perbedaan pengertian antara 

penguasaaan  dengan pemilikan. Penguasaan lebih menekankan pada kenyataan, 

yaitu secara de facto merupakan sebuah klaim dari suatu tindakan. Dengan 



demikian, possession lebih menenkankan pada kenyataan. Sedangkan ownership 

adalah sekumpulan hak yang mmebolehkan seseorang untuk menggunakan, 

mengatur dan menikmati sesuatu benda, termasuk hak untuk memberikan 

sesuatu, ownership lebih menekankan pada hukum. Ownership tidak selalu 

berarti kepemilikan mutlak. 

Secara tegas perbedaan antara possession dalam arti penguasaan fisik dengan 

ownership dalam arti kepunyaan atau kepemilikan adalah bahwa penguasaaan 

melibatkan pendudukan secara fisik, adanya niat untuk menguasai yang dapat 

dibuktikan tanpa alas hak. Sedangkan kepemilikan harus dapat dibuktikan 

sebagai suatu hak. Pengalihan hak kepemilikan harus dilakukan dengan alas hak. 

Berdasarkan konsep penguasaan dan pemilikan di atas dapat dikatakan 

bahwa penguasaaan merupakan awal timbulnya pemilikan, dimana arti dari milik 

itu sendiri melekat adanya hak, sehingga dapat dibedakan adanya istilah milik 

pribadi dan milik negara atau milik umum. Penguasaan yang tadinya bersifat 

faktual yang kemudian oleh hukum diputuskan untuk memperoleh pengakuan 

dan perlindungan, sehingga yang bersangkutan dilindungi dari gangguan orang 

lain, maka pada saat itu penguasaan telah beralih menjadi pemilikan, karena telah 

memperoleh daya pemaksa yang berupa pengakuan dan perlindungan hukum. 

Oleh karena itu, penguasaan masih membutuhkan campur tangan hukum untuk 

menentukan apakah penguasaan itu diakui dan dilindungi, atau justru sebaliknya, 

tidak memeproleh pengakuan hukum.
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2.4 Hak-Hak Atas Air 

Hak guna air dan hak pemeliharaan dan penangkapan ikan adalah mengenai 

air yang tidak berada diatas tanah miliknya sendiri. Jika mengenai air yang 

berada di atas tanah miliknya sendiri maka hal-hal itu sudah termasuk dalam isi 

dari pada hak milik atas tanah. Hak guna air ialah hak akan memperoleh air dari 

sungai, saluran atau mata air yang berada diluar tanah miliknya sendiri maka hal-

hal itu sudah termasuk dalam isi daripada hak milik atas tanah. Hak guna air 

ialah hak akan memperoleh air dari sungai, saluran atau mata air yang berada 

diluar tanah miliknya, misalnya untuk keperluan mengairi tanahnya, rumah 

tangga dan lain sebagainya. Untuk itu maka sering kali air yang diperlukan itu 

perlu dialirkan (didatangkan) melalui tanah orang lain dan air yang tidak 
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diperlukan sering kali perlu dialirkan pula (dibuang) melalui tanah orang yang 

lain lagi. Orang-orang tersebut tidak boleh menghalang-halangi pemilik tanah itu 

untuk mendatangkan dan membuang air tadi melalui tanahnya masing-masing. 

Regulasi ini sangat terbatas hanya mengatur tentang peruntukan pemanfaatan air 

aliran sungai, yang termuat dalam Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 

Algemeene Waterreglement tahun 1963 yang merupakan dasar dari pada 

peraturan perundang-undangan tentang pengaturan masalah air lebih 

menitikberatkan pada kegiatan-kegiatan untuk mengatur dan mengurus salah satu 

bidang penggunaan air saja tetapi tidak memberikan dasar yang kuat untuk 

usaha-usaha pengembangan penggunaan/pemanfaatan air dan/atau sumber-

sumber air guna meningkatkan taraf hidup rakyat dan hanya berlaku di sebagian 

wilayah Indonesia. Sehingga pengaturan pengembangan mengenai air diatur 

melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. 

Pengairan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini adalah 

merupakan bidang pembinaan atas air dan sumber-sumber air, termasuk 

kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalammnya, baik yang alamiah 

maupun yang telah diusahakan oleh manusia. Bahwa pengairan bukanlah hanya 

sekedar suatu usaha untuk menyediakan air guna keperluan pertanian saja 

(irigasi), namun lebih luas dari pada itu ialah pemanfaatan serta pengaturan air 

dan sumber-sumber air yang meliputi antara lain: 

1. Irigasi, yakni usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang 

pertanian, baik air permukaan maupun air tanah; 

2. Pengembangan daerah rawa, yakni pematangan tanah daerah-daerah rawa 

antara lain untuk pertanian; 

3. Pengendalian dan pengaturan banjir serta usaha untuk perbaikan sungai, 

waduk dan sebagainya; 

4. Pengaturan penyediaan air minum, air perkotaan, air industri, dan 

pencegahan terhadap pencemaran atau pengotoran air dan sebagainya. 

Disamping itu undang-undang ini dapat melimpahkan wewenang tertentu 

dari pada Pemerintah tersebut kepada Badan-Badan Hukum tertentu, yang 

syarat-syaratnya diatur oleh Pemerintah, dengan menghormati hak-hak yang 

dimiliki oleh masyarakat hukum adat setempat, ialah masyarakat yang tata 

kehidupannya berdasarkan adat, kebiasaan dan keagamaan, termasuk lembaga-

lembaga masyarakat yang bersifat sosial religius sepanjang hak-hak itu menurut 

kenyataan betul-betul masih ada dan pelaksanaannya harus sedemikian rupa 

sehingga tidak mengganggu tercapainya tujuan-tujuan yang dicantumkan dalam 

undang-undang tersebut dan peratuan pelaksanaannya serta tidak bertentangan 

dengan kepentingan Nasional. Wewenang atas penguasaan air tersebut 



merupakan amanah dari konstitusi yang menyatakan bahwa air beserta sumber-

sumbernya merupakan kekayaan alam yang mutlak dibutuhkan untuk hajat hidup 

manusia, maka dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa air beserta sumber-

sumbernya dikuasai oleh negara. 

Bentuk wewenang tersebut meliputi: 

1. Mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan atau sumber-

sumber air; 

2. Menyusun mengesahkan, dan atau memberi izin berdasarkan 

perrencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata 

pengairan; 

3. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin peruntukan, penggunaan, 

penyediaan air, dan atau sumber-sumber air; 

4. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin pengusahaan air, dan 

atau sumber-sumber air; 

5. Menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum dan hubungan-

hubungan hukum antara orang 

6. dan atau badan hukum dalam persoalan air dan atas sumber-sumber air. 

Dalam rangka usaha peningkatan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber 

air maka diadakan suatu pengusahaan air atau sumber-sumber  air  yang  

ditujukan  untuk  mencari  penghasilan  yang  langsung secara ekonomis oleh 

kelompok masyarakat pengusaha, baik yang berbentuk badan hukum, badan 

sosial mampun perorangan, harus  memperoleh izin dari Pemerintah dan dengan 

selalu berpedoman kepada asas usaha bersama dan kekeluargaan. Pengusahaan 

Sumber Daya Air diselenggarakan berdasarkan rencana penyediaan air dan/atau 

zona pemanfaatan  ruang  pada  sumber  air. Zona  pemanfaatan  ruang  pada 

sumber air untuk pengusahaan sumber daya air diperhitungkan dengan 

mengutamakan zona pemanfaatan ruang pada sumber air untuk kelestarian 

sumber daya air serta kepentingan sosial, budaya, dan hak ulayat masyarakat 

hukum adat yang berkaitan dengan sumber daya air. 

2.5 Masyarakat Hukum Adat 

Dari  kepustakaan  (van  Vollenhoven,  1981;  Bushar  Muhammad, 1961; van 

Dijk, 1960) bahwa istilah hukum adat merupakan terjemahan dari istilah bahasa 

asing, yaitu Belanda adat-recht.Istilah ini diperkenalkan oleh Snouck, Hurgronye 

yang kemudian dipopulerkan oleh van Vollenhoven dan murid-muridnya. Istilah 

hukum adat, menurut para sarjana di atas tidak dikenal di dalam masyarakat. Oleh 



karena itu, Hilman Hadikusuma (1977) mengatakan bahwa istilah tersebut hanyalah 

merupakan istilah teknis ilmiah.
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Di dalam masyarakat hanya dikenal kata “adat” saja. Tetapi, istilah ini pun 

berasal dari bahasa asing, yaitu bahasa Arab. Istilah adat ini dapat dikatakan telah 

diserapi ke dalam bahasa Indonesia dan hampir semua bahasa daerah di Indonesia. 

Adat, apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti kebiasaan. Jadi 

secara sederhana istilah adatrecht dapat dialihkan ke dalam bahasa Indonesia 

menjadi hukum kebiasaan. 

Soerjono Soekanto (1976) mengemukakan bahwa hukum adat pada 

hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang 

mempunyai akibat hukum. Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang 

merupakan hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam 

bentuk yang sama.
 

Dari konsepsi di atas, secara sederhana kita melihat bahwa sebenarnya tidak 

terdapat perbedaan yang berarti antara hukum adat dengan hukum kebiasaan. 

Senada dengan konsep ini adalah konsep dari Soepomo. Soepomo (1966) 

menyatakan bahwa: 

“Hukum adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah 

hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat pun 

melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang 

berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, di mana ia memutuskan 

perkara. Hukum adat berurat-berakar pada kebudayaan tradisional.” 

Dengan tidak mempertentangkan kedua pendapat tersebut di atas, di sini akan 

dinyatakan bahwa hukum adat pada dasarnya sama dengan hukum kebiasaan 

karena: 

a) Istilah atau kata adat, apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, 

adalah kebiasaan sehingga adatrecht dapat saja diterjemahkan menjadi 

hukum adat dan kebiasaan. 

b) Dalam hal proses pelaksanaan hukum sering dikuatkan oleh dan atau 

melalui alat-alat perlengkapan masyarakat, namun tidak semua aturan 

hukum adat itu bersumber pada alat-alat perlengkapan masyarakat.
10

 

2.6 Wilayah Laut Indonesia 

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945 negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. 
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(Bandung: Eresco, 1987).h. 110. 
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Sebelum disahkannya Konvensi PBB tentang Hukum Laut pada tanggal 10 

Desember 1982 di Montego Bay (Jamaica) Negara Indonesia merupakan negara 

pantai. Sebagai implementasi keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi I Hukum 

Laut Jenewa 1958, Pemerintah Indonesia pada saat itu mengundangkan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia dan perairan 

pedalaman Indonesia. Berdasarkan Perpu tersebut wilayah perairan Indonesia 

mencakup laut teritorial Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia. Akan 

tetapi dengan di sahkannya Konvensi PBB yang salah satu substansinya 

mengatur rezim baru dalam hukum laut yaitu tentang Negara Kepulauan (Bab IV 

Konvensi) dan Indonesia telah mengesahkan Konvensi tersebut dengan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 1985 maka Negara Indonesia berubah statusnya 

menjadi Negara Kepulauan. 

Sebagai implementasi keikutsetaan Indonsia dalam Konvensi PBB tentang 

Hukum Laut. Pemerintah Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1996 telah 

mengundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun1996 tentang Perairan 

Indonesia . Sesuai dengan ketentuan Konvensi dan Undang-Undang Perairan 

Indonesia ini maka perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan 

kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia. Perairan-perairan ini 

mencakup ruang udara di atasnya , daerah dasar laut di bawahnya menurut 

ketentuan Undang-Undang Perairan Indonesia tunduk dan berada di bawah 

kedaulatan negara Indonesia. 

Di samping mengatur rezim Negara Kepulauan Konvensi PBB tentang 

Hukum Laut juga mengatur rezim baru tentang Zona Ekonomi Eklusif (ZEE) 

yang lebarnya 200 mil laut dari garis pangkal, dan juga Landas Kontinental. 

Dengan diakuinya ZEE ini dan juga Landas Kontinental, maka Negara Indonesia 

memiliki hak berdaulat atas Zona Ekonomi Eklusif Indonesia memiliki hak 

berdaulat atas Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEEI) yang telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1983, dan memiliki hak berdaulat atas zona 

tambahan, serta hak berdaulat atas dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada 

di luar laut teritorial Indonesia, yaitu Landas Kontinen Indonesia. Di samping itu 

luas wilayah laut Indonesia menjadi 5 juta km yang terbagi atas 3 juta km 

merupakan ZEEI dan 2 juta km merupakan laut teritorial dan perairan kepulauan 

Indonesia. 

Perairan Indonesia yang meliputi lautt teritorial, perairan pedalaman, 

perairan kepulauan laut, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinental 

Indonesia, baik permukaan lautnya, daerah perairanya, maupun daerah dasar laut 

dan tanah dibawahnya memiliki manfaat atau fungsi yang sangat besar. Menurut 

penulis secara umum fungsi atau manfaat laut ini antara lain sebagai berikut: 



a. Sebagai sumber kekayaan alam. 

b. Sebagai sarana lalu lintas kapal dan transportasi. 

c. Sebagai sarana kepelabuhan. 

d. Sebagai sarana rekreasi 

e. Sebagai sarana untuk memasang kabel dan pipa bawah laut. 

f. Sebagai sarana untuk melakukan penelitian ilmiah kelautan. 

g. Sebagai sarana untuk membuang limbah  

h. Sebagai sarana pertempuran dan menundukan lawan.
11

 

 

2.7 Pajak Bumi Dan Bangunan 

Ada beberapa macam pengertian atau definisi mengenai pajak bumi 

bangunan yang diungkapkan oleh beberapa ahli, tetapi pada intinya berbagai 

definisi tersebut mempunyai inti dan maksud yang sama. Di antara para ahli 

mendefinisikan pajak bumi dan bangunan seperti berikut:Pajak bumi dan 

bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan bangunan.Subjek Pajak 

dalam pajak bumi bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata 

mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan 

atau memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. 

Wajib pajak bumi bangunan belum tentu pemilik bumi dan atau bangunan, 

tetapi dapat pula orang atau badan yang memanfaatkan Bumi dan atau 

Bangunan tersebut.
12

 

 Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan 

besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah 

dan/bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan 

besar pajak.
13

 

 Jadi dari pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa 

pajak bumi bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, 

besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi dan bangunan. 

1. Fungsi pajak : 
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a. Fungsi anggaran 

 Sebagai sumber pendapatan negara pajak berfungsi untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan 

melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya biaya ini dapat diperoleh 

dari penerimaan pajak. 

b. Fungsi mengatur 

 Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan 

pajak.Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai 

tujuan.  

c. Fungsi stabilitas 

 Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan 

kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat 

dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur 

peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang 

efektif dan efisien. 

d. Fungsi redistribusi pendapatan 

 Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai 

semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan 

sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat. 

 Terlepas dari definisi dan perdebatan esensi fungsi pajak sebagai regulated 

disamping fungsi budgeter, hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa 

pajak merupakan sumber anggaran dan berperan penting dalam 

pembangunan.
14

 Menurut lembaga pemungutannya pajak dikelompokkan 

menjadi: 

2. Asas Pemungutan Pajak 

Dalam perpajakan, dikenal enam dasar atau asas pemungutan pajak yaitu: 

a. Asas domisili, pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal 

(domisili) wajib pajak. Wajib pajak tinggal di suatu negara maka 

negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang 

berhubungan dengan objek pajak yang dimiliki wajib pajak yang 

menurut undang-undang dikenakanpajak. 

b. Asas sumber, cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber 

dimana objek pajak diperoleh. Tergantung di negara mana objek pajak 

tersebut diperoleh. Jika disuatu negara terdapat 

suatusumberpenghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak 
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tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal baik wajib pajak dalam 

negeri maupun luar negeri yang memperoleh penghasilan yang 

bersumber dari indonesia, akan dikenakan pajak indonesia. 

c. Asas nasional/kebangsaan cara yang berdasarkan kebangsaan/ nasional 

menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu 

negara. Asas kebangsaan atau asas nasional adalah asas yang 

menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan 

kebangsaan dari suatu negara.Asas kebangsaan secara negatif muncul 

dalam bentuk pajak bangsa asing di indonesia, yang mewajibkan 

umumnya setiap orang yang bukan kebangsaan indonesia yang 

bertempat tinggal di indonesia membayarpajak. 

d. Asas yuridis, yang mengemukakan supaya pemungutan pajak 

didasarkan pada Undang-undang, 

e. Asas ekonomis, yang menekankan supaya pemungutan pajak jangan 

sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat, 

f. Asas keuangan, menekankan supaya pengeluaran-pengeluaran untuk 

memungut pajak harus lebih rendah dari jumlah pajak yangdipungut 

memberikan kemudahan, kesederhanaan, dan Menghindaripajak 

berganda.
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3. Objek Pajak 

 Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek pajak bumi dan bangunan 

adalah : 

1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi 

dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh 

orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk 

kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, danpertambangan. 

2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah: 

a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti 

hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan 

dengan kompleks Bangunan tersebut; jalan tol; 

b. Kolam renang; 

c. Pagar mewah; 

d. Tempat olahraga; 

e. Galangan kapal,dermaga; 

f. Taman mewah; 

g. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;dan 
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h. Menara. 

4. Subjek Pajak 

 Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, subjek pajak adalah: 

(1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang 

pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi 

dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, 

dan/atau memperoleh manfaat atas  Bangunan. 

(2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang 

pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi 

dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, 

dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 

5. Pengecualian Objek Pajak. 

 Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa: 

1) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang: 

a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan 

pemerintahan; 

b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di 

bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan 

nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; 

c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis 

denganitu; 

d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman 

nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah 

negara yang belum dibebani suatu hak; 

e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan 

asas perlakuan timbal balik;dan 

f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang 

ditetapkan dengan Peraturan MenteriKeuangan. 

2) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling 

rendah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap 

WajibPajak. 

3) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 


